BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk wanprestasi yang telah terpenuhi dalam perkara Nomor
6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh di Pengadilan Negeri kelas Il Payakumbuh oleh
tergugat kepada penggugat dalam pinjaman/kredit adalah tergugat telah
memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh sudah
sesuai dengan unsur keadilan, karena hakim yang memutus perkara
berdasarkan pada bukti-bukti dan saksi yang ada, sehingga hakim dapat
menarik kesimpulan bahwa tergugat sudah melakukan wanprestasi kepada
tergugat karena pengggat tidak melakukan prestasinya sesuai dengan waktu

yang telah disepakati sejak awal di dalam perjanjian.

B. Saran

1. Saran kepada tergugat karena tergugat tidak memenuhi prestasi sesuai
dengan surat perjanjian yang dibuat dari awal, maka haruslah tergugat
melaksanakan isi putusan sesuai yang telah diputuskan oleh hakim tanpa
ada beban.Dan tergugat harus membayar ganti rugi kepada penggugat atas
kerugian yang telah dibuatnya terhadap bank yang dirugikannya.

2. Saran kepada penggugat agar untuk waktu yang akan datang seharusnya
penggugat tidak dengan mudah memberika pinjaman kepada nasabah. Dan

apabila terjadi wanprestasi seharusnya pihak bank sebisa mungkin untuk
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menyelesaikan sengketanya dengan nasabah dengan menempuh jalan non
litigasi, yaitu jalur diluar pengadilan.

. Saran kepada majelis hakim dalam memberikan pertimbangan haruslah
teliti dan berhati-hati, karena apabila salah dalam memutuskan suatu
perkara maka bias merugikan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan.
Pada kenyataanya dalam putusan ini hakim belum memutus perkara ini

sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
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